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KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS PUSAT 

PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA 

NOMOR: 089/DPP.PPNI/SK/K.S/IV/2022 

 

TENTANG 

 

PERATURAN ORGANISASI TENTANG 

DISIPLIN DAN SANKSI ORGANISASI 

PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA 

 

DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA 

Menimbang  : a. bahwa disiplin merupakan kunci keberhasilan 

organisasi dalam mencapai tujuannya diperlukan 

sikap, tingkah laku dan perbuatan dari setiap anggota 

maupun pengurus yang sesuai dengan peraturan 

yang ditetapkan; 

  b. bahwa dalam rangka menegakkan sikap disiplin 

diperlukan sanksi untuk membina, mengarahkan dan 

memperbaiki sikap indisipliner; 

  c. bahwa sebagaimana huruf a dan b perlu ditetapkan 

suatu Peraturan Organisasi yang mengatur tentang 

Disiplin dan Sanksi Organisasi Persatuan Perawat 

Nasional Indonesia serta mekanisme kerjanya; 

  d. bahwa Peraturan Organisasi tentang Disiplin dan 

Sanksi Organisasi Persatuan Perawat Nasional 

Indonesia sebagaimana huruf c perlu ditetapkan 

dalam suatu Keputusan Dewan Pengurus Pusat 

Persatuan Perawat Nasional Indonesia. 

    

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang 

Kesehatan  

  2. Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2013 tentang 

Organisasi Masyarakat 

  3. Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2014 tentang 

Tenaga Kesehatan 

  4. Undang-undang RI Nomor 38 tahun 2014 tentang 

Keperawatan 
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  5. Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 

AHU 93.AH.01.07 tahun 2012 tentang Pengesahan 

Badan Hukum Perkumpulan PPNI 

  6. Keputusan Musyawarah Nasional X PPNI Nomor 

07/MUNAS-X/PPNI/2021 tentang Pengesahan 

Hasil Sidang Komisi Munas X PPNI 

  7. Keputusan Dewan Pengurus Pusat PPNI Nomor 

005/DPP.PPNI/SK/K.S/XI/2021 tentang Perubahan 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 

Persatuan Perawat Nasional Indonesia 

    

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pengurus Pleno tanggal 18 Maret 2022 

    

 MEMUTUSKAN 

  

Menetapkan  : PERATURAN ORGANISASI TENTANG DISIPLIN 

DAN SANKSI ORGANISASI PERSATUAN 

PERAWAT NASIONAL INDONESIA 

 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

(1) Peraturan organisasi Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) adalah 

aturan yang dibuat dan ditetapkan oleh PPNI sebagai penjabaran dari 

Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah (ART) PPNI, ketentuan 

organisasi lainnya, dan etika profesi perawat. 

(2) Disiplin organisasi adalah suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang 

sesuai dengan peraturan yang didorong oleh kesadaran sendiri tanpa ada 

paksaan dari pihak luar. 

(3) Pelanggaran disiplin organisasi adalah setiap perbuatan yang dilakukan baik 

secara perorangan maupun bersama-sama dengan sengaja melanggar 

peraturan organisasi PPNI yang berakibat menghambat kinerja organisasi 

dan/atau mencemarkan nama baik organisasi. 
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(4) Sanksi disiplin organisasi adalah tindakan sebagai hukuman atas 

pelanggaran terhadap peraturan organisasi PPNI yang dilakukan oleh 

anggota dan/atau pengurus. 

(5) Pembelaan diri adalah hak dan kesempatan yang diberikan kepada anggota 

dan/atau pengurus untuk mengemukakan alasan dan sanggahan terhadap hal-

hal yang merugikan dirinya di dalam pemberian sanksi. 

(6) Rehabilitasi adalah hak anggota dan/atau pengurus untuk mendapatkan 

pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta 

martabatnya diakibatkan oleh pemberian sanksi. 

(7) Anggota adalah perseorangan perawat yang menyatakan diri bersedia 

menjadi anggota PPNI dan telah memiliki Nomor Induk Registrasi Anggota 

nasional dan memiliki kartu anggota. 

(8) Pengurus adalah perseorangan yang diberikan amanah sebagai eksekutif 

pelaksana pengelola organisasi melalui musyawarah untuk mengelola 

organisasi dalam periode kepengurusan dan dibuktikan dengan surat 

keputusan sesuai dengan tingkat kepengurusan. 

(9) Laporan adalah suatu bentuk penyampaian kejadian atau informasi baik 

secara lisan maupun secara tertulis terkait dugaan pelanggaran disiplin 

organisasi. 

(10) Temuan adalah suatu kejadian atau informasi yang terkait dugaan 

pelanggaran disiplin organisasi. 

 

 

BAB II 

PELANGGARAN DAN SANKSI 

 

Pasal 2 

Lingkup dan Jenis Pelanggaran 

 

(1) Lingkup pelanggaran disiplin organisasi meliputi: 

a. Pelanggaran terhadap AD/ART; 

b. Pelanggaran terhadap peraturan organisasi; dan 

c. Pelanggaran terhadap ketentuan organisasi. 

(2) Jenis pelanggaran disiplin organisasi yaitu: 

a. Pelanggaran disiplin ringan; 

b. Pelanggaran disiplin sedang; dan 

c. Pelanggaran disiplin berat. 
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(3) Pelanggaran disiplin ringan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a 

merupakan pelanggaran yang berdampak minimal terhadap organisasi. 

(4) Pelanggaran disiplin sedang sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b 

merupakan pelanggaran yang berdampak sedang terhadap organisasi. 

(5) Pelanggaran disiplin berat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c 

merupakan pelanggaran yang berdampak luas dan/atau mengancam 

organisasi. 

(6) Dalam penentuan jenis pelanggaran disiplin organisasi sebagaimana 

dimaksud ayat (2) dapat dilakukan melalui rapat pengurus harian dan/atau 

rapat pleno setelah mendapatkan penilaian dari Tim khusus yang ditunjuk 

oleh Dewan Pengurus sesuai tingkatan dan kewenangannya. 

 

Pasal 3 

Sanksi Organisasi 

 

(1) Sanksi organisasi mencakup sanksi kepada Anggota dan sanksi kepada 

Pengurus. 

(2) Sanksi organisasi diputuskan berdasarkan: 

a. Jenis pelanggaran disiplin organisasi; 

b. Frekuensi pelanggaran disiplin organisasi; 

c. Dampak pelanggaran terhadap organisasi; dan 

d. Unsur kesengajaan. 

(3) Tingkat sanksi organisasi yang diberikan kepada anggota terhadap 

pelanggaran disiplin organisasi yaitu: 

a. Teguran lisan; 

b. Teguran tertulis; 

c. Penghentian sementara dari keanggotaan; dan 

d. Penghentian permanen dari keanggotaan. 

(4) Tingkat sanksi organisasi yang diberikan kepada pengurus terhadap 

pelanggaran disiplin organisasi yaitu: 

a. Teguran lisan; 

b. Teguran tertulis; dan 

c. Penghentian sebagai pengurus. 
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Bagian Kesatu 

Sanksi kepada Anggota 

Pasal 4 

 

(1) Sanksi teguran lisan dan tertulis kepada anggota sebagaimana dimaksud 

pasal 3 ayat (3) huruf a dan b dapat diberikan oleh semua tingkat 

kepengurusan organisasi PPNI. 

(2) Sanksi penghentian sementara dari keanggotaan sebagaimana dimaksud 

pasal 3 ayat (3) huruf c diberikan oleh Dewan Pengurus Pusat PPNI 

dan/atau atas usulan Dewan Pengurus Wilayah/Dewan Pengurus Luar 

Negeri PPNI. 

(3) Sanksi penghentian permanen dari keanggotaan sebagaimana dimaksud 

pasal 3 ayat (3) huruf d diberikan oleh Dewan Pengurus Pusat PPNI. 

 

Bagian Kedua 

Sanksi kepada Pengurus 

Pasal 5 

 

Sanksi kepada pengurus sebagaimana dimaksud pasal 3 diputuskan melalui rapat 

pengurus harian dan/atau rapat pleno Dewan Pengurus sesuai dengan tingkat 

kepengurusannya. 

 

 

BAB III 

MEKANISME PEMBERIAN SANKSI ORGANISASI 

 

Pasal 6 

 

(1) Perbuatan pelanggaran disiplin organisasi dapat berasal dari laporan dan/atau 

temuan oleh anggota dan/atau pengurus sesuai tingkatannya. 

(2) Laporan dan temuan pelanggaran disiplin organisasi sebagaimana dimaksud 

ayat (1) dibahas dalam rapat pleno Dewan Pengurus sesuai dengan tingkat 

kepengurusan. 

(3) Mekanisme pemberian sanksi organisasi dilakukan sesuai dengan jenis 

pelanggaran disiplin organisasi. 

(4) Pemberian sanksi organisasi kepada anggota dilakukan dengan urutan 

sebagai berikut: 

a. Teguran lisan 

b. Teguran tertulis pertama 
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c. Teguran tertulis kedua 

d. Penghentian sementara keanggotaan 

e. Penghentian permanen keanggotaan 

(5) Pemberian sanksi organisasi kepada pengurus dilakukan dengan urutan 

sebagai berikut: 

a. Teguran lisan 

b. Teguran tertulis pertama 

c. Teguran tertulis kedua 

d. Penghentian sebagai pengurus 

(6) Mekanisme pemberian sanksi organisasi sebagaimana dimaksud ayat (4) 

sebagai berikut: 

a. Teguran lisan diberikan secara langsung dengan menyampaikan jenis 

pelanggaran disiplin dan sanksi organisasi; 

b. Teguran tertulis pertama dikeluarkan jika teguran lisan tidak diindahkan 

dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender; 

c. Teguran tertulis kedua dikeluarkan jika teguran tertulis pertama tidak 

diindahkan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender; 

d. Penghentian sementara keanggotaan dikeluarkan jika teguran tertulis 

kedua tidak diindahkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender; dan 

e. Penghentian permanen keanggotaan dikeluarkan jika tidak menunjukkan 

itikad baik untuk memperbaiki sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang 

sesuai dengan peraturan organisasi yang berlaku. 

(7) Mekanisme pemberian sanksi organisasi sebagaimana dimaksud ayat (5) 

sebagai berikut: 

a. Teguran lisan diberikan secara langsung dengan menyampaikan jenis 

pelanggaran disiplin dan sanksi organisasi; 

b. Teguran tertulis pertama dikeluarkan jika teguran lisan tidak diindahkan 

dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender; 

c. Teguran tertulis kedua dikeluarkan jika teguran tertulis pertama tidak 

diindahkan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender; dan 

d. Penghentian sebagai pengurus dikeluarkan jika teguran tertulis kedua 

tidak diindahkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender dan tidak 

menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki sikap, tingkah laku, dan 

perbuatan yang sesuai dengan peraturan organisasi yang berlaku. 

(8) Dalam hal pelanggaran disiplin berat yang merugikan organisasi dan/atau 

berdampak luas serta merusak nama baik organisasi, dapat dilakukan 

pemberian sanksi organisasi tanpa melalui mekanisme sebagaimana ayat (6) 

dan (7). 
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BAB IV 

PEMBELAAN DIRI 

 

Pasal 7 

 

(1) Setiap anggota dan/atau pengurus PPNI yang diberikan sanksi organisasi 

dapat melakukan pembelaan diri. 

(2) Dalam upaya pembelaan diri anggota dan/atau pengurus sebagaimana 

dimaksud ayat (1), anggota dan/atau pengurus PPNI berhak menghadirkan 

saksi dan bukti. 

(3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud ayat (1), diajukan oleh anggota 

dan/atau pengurus yang diberikan sanksi organisasi kepada Dewan Pengurus 

PPNI satu tingkat di atasnya dan setingi-tingginya sampai ke tingkat Dewan 

Pengurus Pusat PPNI. 

 

Pasal 8 

 

(1) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah 

menerima permohonan pembelaan diri dari anggota dan/atau pengurus yang 

dikenakan sanksi organisasi, Dewan Pengurus PPNI sesuai dengan tingkat 

kepengurusannya harus melaksanakan rapat untuk mendengar pembelaan 

diri dari anggota dan/atau pengurus yang bersangkutan. 

(2) Penerimaan atau penolakan Dewan Pengurus PPNI atas permohonan 

pembelaan diri yang disampaikan oleh anggota dan/atau pengurus ditetapkan 

dalam Rapat Pleno. 

 

 

BAB V 

REHABILITASI 

 

Pasal 9 

 

(1) Rehabilitasi dalam rangka pemulihan nama baik anggota dan/atau pengurus 

dapat dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat PPNI berdasarkan rapat 

pengurus harian. 

(2) Rehabilitasi dalam rangka pemulihan nama anggota dan/atau pengurus 

dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat PPNI berdasarkan usulan dari tingkat 

Dewan Pengurus yang bersangkutan menjabat. 
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(3) Rehabilitasi pemulihan nama baik dilakukan pada anggota dan/atau 

pengurus jika yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran 

disiplin organisasi. 

 

 

BAB VI  

PENUTUP  

 

Pasal 10 

 

Peraturan  Organisasi  ini  akan  ditinjau  ulang kembali  apabila  di kemudian  

hari  terdapat kekeliruan dalam penetapannya. 

 

Pasal 11 

 

Peraturan Organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

 

 

Ditetapkan di : Jakarta 

Pada tanggal : 29 April 2022 

 

 

Dewan Pengurus Pusat 

Persatuan Perawat Nasional Indonesia 

Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, 

 

 

 

 

Harif Fadhillah Mustikasari 

NIRA: 31730002030 NIRA: 31730001926 
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